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Abstrak : Kondisi geografis Kota Palembang yang 54 persen wilayahnya merupakan lahan rawa, karena tuntutan pembangunan menyebabkan sejumlah rawa direklamasi. Penggunaan lahan yang bukan semestinya menjadi suatu alternatif pemecahan kebutuhan lahan yang tidak berkelanjutan. Lahan rawa yang merupakan daerah resapan air merupakan salah satu alternatif lahan yang dijamah selain lahan pertanian dan konservasi. 

Pengurukan itu membuat air yang sebelumnya dapat tertampung di rawa, akan beralih ke jalanan atau kawasan lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir di lokasi-lokasi tertentu.
Keadaan ini memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan. Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan peraturan khusus tentang pengendalian dan pembangunan daerah rawa yaitu Perda No 13 Tahun 2002 yang mulai dijalankan pada tahun 2003. Peraturan tersebut membatasi penimbunan di daerah rawa. 

Perda Rawa ini memiliki semangat positif, yaitu untuk mengkonservasi rawa-rawa yang dipersiapkan sebagai daerah resapan air. Pada Tahun 1999 rawa yang tersisa di Kota Palembang sebesar 30,35 % yang berfungsi sebagai daerah rawa konservasi atau sebagai daerah resapan air, rawa budidaya dan rawa reklamasi.

_________________________________
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I. LATAR BELAKANG

     Pergeseran fungsi yang terjadi di kawasan perkotaan dan pinggiran adalah lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai kawasan hutan, daerah resapan air dan pertanian, berubah fungsi menjadi kawasan komersial. Adanya fenomena semakin berkurangnya daerah resapan air pada daerah perkotaan memberikan konsekwensi logis bahwa semakin besar perubahan penggunaan daerah resapan air menjadi penggunaan perkotaan (non-agraris) akan memancing terjadinya penyimpangan perubahan pemanfaatan lahan oleh kegiatan komersial yang tidak sesuai kebijakan yang ada.

Kota Palembang dengan luas 400,61 km2 sedangkan berdasarkan hasil perhitungan peta luas Kota Palembang seluas 36.484,94 Ha, 54 persen di antaranya merupakan lahan rawa yang digunakan sebagai daerah resapan air Kota Palembang. Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Palembang dan dengan adanya kebutuhan pembangunan maka lahan rawa ini tersentuh untuk dijadikan areal terbangun. 

Perubahan ini berarti mengurangi daerah resapam air bagi Kota Palembang karena lahan rawa mempunyai fungsi sebagai kolam penampungan air, seharusnya tidak ditutup oleh bangunan karena akan mengganggu kestabilan tata air. Pengurukan itu membuat air yang sebelumnya dapat tertampung di rawa, akan beralih ke jalanan atau kawasan lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir di lokasi-lokasi tertentu. Kondisi ini didukung dengan topografi kota Palembang yang datar yang sangat berpotensi terjadinya genangan atau banjir. 

Dengan adanya fenomena tersebut pemerintah kota Palembang telah mengeluarkan peraturan khusus tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa yaitu Perda No 13 Tahun 2002 yang mulai dijalankan pada tahun 2003. Peraturan tersebut membatasi penimbunan di daerah rawa. Perda Rawa ini memiliki semangat positif yaitu untuk mengkonservasi rawa-rawa yang dipersiapkan sebagai daerah resapan air. Perda ini bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi keperluan peruntukan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata. 

Dengan adanya perda rawa ini pemerintah Palembang sangat berharap pembangunan di atas lahan rawa dapat terkendali. Dengan kondisi eksisting kota Palembang pada saat ini maka penelitian ini berkenaan dengan Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang yaitu mengevaluasi peraturan pengendalian yang telah ada (Perda Rawa) dan melihat perkembangan pemanfaatan lahan rawa saat ini dirasakan perlu dilakukan. Dengan mengetahui sejauh mana kinerja perda rawa terhadap pengendalian pemanfaatan lahan rawa maka dapat menjadi masukan bagaimana menjalankan perda yang seharusnya.

II.  PERMASALAHAN KONDISI EKSISTING
	1. Pengurukan rawa-rawa di sekitar kota untuk berbagai kepentingan. Daerah rawa di kawasan Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II, dijadikan Stadion Sriwijaya Jaka Baring dan Pasar Induk. Rawa di sekitar Kertajaya, Kecamatan Kertapati, ditimbun untuk pembangunan terminal. Perumahan Sako di Kecamatan Sako juga dibangun di atas timbunan rawa.


	


	2. Daerah rawa yang ditimbun antara lain meliputi kawasan Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu I dan II, yang dijadikan Stadion Sriwijaya dan Pasar Induk, daerah Kertajaya, Kecamatan Kertapati, yang ditimbun untuk terminal, dan perumahan Sako di Kecamatan Sako. Bangunan Novotel dan Palembang Trade Center (PTC) juga dibangun di atas timbunan rawa besar di tengah kota.

3. Dalam tiga tahun terakhir telah dan sedang dilakukan pembangunan tiga mal besar dan puluhan rumah toko. Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga membangun sebuah jalan lingkar barat yang baru, yaitu Jalan Soekarno-Hatta, dengan menguruk lahan bekas sawah dan rawa, baik untuk badan jalan maupun untuk kawasan komersial di sekitar jalan tersebut.

4. Pengurukan rawa menjadi bangunan-bangunan dengan tingkat ketertutupan lahan atau dikenal dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang tinggi banyak terpusat di kawasan pusat kota, seperti kawasan Jalan Sudirman, Jalan Angkatan 45, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Radial. Selain diisi dengan bangunan yang besar dan menutupi lahan, halaman dan tempat parkir pertokoan itu juga diplester dengan paving atau conblock.

5. Pengurukan rawa juga telah menyebabkan penurunan jumlah anak sungai yang berfungsi sebagai saluran drainase sekunder dan sarana transportasi dalam kota, dari 280 menjadi 60 anak sungai. Kondisi tersebut mengakibatkan air hujan di dalam kota tidak dapat mengalir dengan sempurna menuju ke Sungai Musi. 

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 mengenai pengaturan rawa di Kota Palembang, Sumatera Selatan, belum berfungsi optimal selama dua tahun ini karena peta kawasan rawa yang dilindungi tidak ditemukan. Peta itu seharusnya menjadi lampiran peraturan daerah dan menjadi acuan pemberian izin pengurukan dan pembangunan.



	


III. PEMBAHASAN  

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Selatan (Sumsel) mendesak pemda dan para pihak di daerahnya, untuk menghentikan segala bentuk alih fungsi, termasuk penimbunan, rawa di kota Palembang menjadi kantor pemerintah maupun kepentingan bisnis swasta.
Stop alih fungsi rawa itu, guna mencegah bencana dan memaksimalkan resapan air untuk menghindari banjir.
Hadi menyebutkan, sebagian dari luas Kota Palembang 40.000 ha adalah rawa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 didefinisikan bahwa rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat. Atas dasar inilah maka wajib bagi pemerintah untuk menjaga dan melindungi ekosistem rawa itu. 
Namun kenyataan yang terjadi saat ini, lahan rawa yang tadinya mempunyai luas 22.000 ha, kini hanya tersisa sekitar 30 persen dari luas tersebut (7.300 ha ). 
Penyusutan lahan rawa itu, akibat alih fungsi rawa yang dijadikan perumahan, perkantoran dan pergudangan oleh pihak swasta maupun pemda itu sendiri.
Dapat dicontohkan, konversi rawa oleh PT Orchid Residence Indonesia seluas 8 ha untuk pembangunan apartemen, pembangunan Komplek Perumahan Citra Grand City oleh Ciputra Grup dengan luas lahan rawa mencapai 60 ha, pembangunan kantor Bank Sumsel di Jakabaring seluas 3 ha, pembangunan gedung DPRD Kota Palembang 5 ha, dan pembangunan fasilitas lainnya. 
Parahnya konversi rawa tersebut dilegalkan oleh Pemerintah kota Palembang melalui Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Retribusi Lahan Rawa, dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa untuk pengalihfungsian lahan rawa di kota Palembang, pengembang cukup dengan membayar retribusi sesuai perda tersebut yaitu cukup dengan membayar biaya.
Atas bertambah luas lahan rawa yang dikonversikan itu (tersisa 7.300 ha), membuat Kota Palembang terus mengalami bencana banjir, baik banjir yang diakibatkan oleh hujan maupun karena pasang surut air Sungai Musi.
Tetapi dengan rentannya bencana banjir tersebut, tidaklah menjadikan Pemerintah kota Palembang dan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk menghentikan semua kebijakan yang telah mengizinkan alih fungsi rawa di kota Ini, kata Hadi pula. 
Dia menyebutkan keputusan Pemerintah Kota Palembang yang masih memberikan Izin terhadap rencana pembangunan gedung perkantoran untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 80 ha di lahan rawa Jakabaring, serta pemberian Izin terhadap pembangunan gedung Carrefour seluas 5 ha di Jakabaring dalam waktu dekat ini yang juga mengalihkan fungsi lahan rawa. 
Padahal dengan kebijakan itu, lanjut Hadi, dapat dipastikan bahwa ke depan akan semakin meluas dan merata bencana banjir di seluruh pelosok kota itu.
Karena itu, WALHI Sumsel menolak rencana pembangunan kompleks perkantoran Pemprov Sumsel, gedung Carrefour, dan lainnya yang akan mengalih fungsikan (penimbunan) lahan rawa di Jakabaring karena akan berdampak timbul bencana banjir.
WALHI Sumsel juga mendesak segera mencabut atau merevisi Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian serta Pemanfaatan Rawa yang selama ini hanya melegitimasi pengalihfungsian lahan rawa.
IV. KESIMPULAN 
Sebelumnya, sejumlah pedagang pengecer di Pasar Induk Jakabaring, Palembang, juga menyatakan keberatan bila Carrefour sebuah perusahaan asal Perancis akan membangun dan pindah ke kawasan itu, karena dinilai akan mematikan bisnis mereka yang berlangsung di pasar tersebut. Lahan dua hektare itu akan dibangun oleh Carrefour dengan pola BOT (Build Operate and Transfer).
Lahan kosong milik pemerintah Sumsel  yang berada di Jakabaring, di samping Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring, akan dimanfaatkan dan dibangun PT Carrefour Indonesia dengan pola BOT selama 20-30 tahun.
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